S
LAPORAN KEUANGAN PELAKSANAAN APBD

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA dan
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN ANGGARAN 2024

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Dan
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN WONOGIRI




KATA PENGANTAR

Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri adalah salah satu entitas akuntansi yang berkewajiban
menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa :

1. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Operasional
Laporan Perubahan Ekuitas

Neraca

o B~ LN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Penyusunan Laporan Keuangan tahun 2024 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri mengacu pada
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual
Pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati
Nomor 71 tahun 2022 perubahan Bupati Kabupaten Wonogiri Nomor 92 Tahun 2021 tentang kebijakan akuntansi
Pemerintah kabupaten Wonogiri. Laporan keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual
sehingga diharapkan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai
laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi
pengelolaan keuangan negara pada Badan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri. Disamping itu, laporan keuangan
ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam
usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan keuangan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena
itu untuk kesempurnaan laporan keuangan ini, kami mohon saran dan masukan sekaligus koreksi dari semua
pihak yang terkait, dengan harapan pada tahun-tahun yang akan datang Laporan Keuangan Dinas
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Wonogiri dapat disusun dan tersaji dengan lebih baik.

Wonogiri, 17 Februari 2025

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA dan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

Laporan Keuangan DPPKBP3A 2023 i



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Mayjend Sutoyo S Nomor 26 Wonogiri, Jawa Tengah, Kode Pos 57612
Telepon (0273 ) 321017, Faksimile. ( 0273 ) 321017
Laman dinasppkbdanp3a.wonogirikab.go.id, Pos-el dinasppkbdanp3a@wonogirikab.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2024, terdiri dari :
a) Laporan Realisasi Anggaran;

b) Laporan Operasional,

c) Laporan Perubahan Ekuitas

d) Neraca;

e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.

Sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami :
1. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang

memadai serta sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang isinya telah
menyajikan Informasi Pelaksanaan Anggaran, Posisi Keuangan dan Catatan Atas Laporan
Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

2. Data dan angka-angka yang tercantum dalam Laporan Keuangan yang kami buat sudah
di cros chek dengan Bidang Akuntansi BPKD dan sudah memadai untuk menjadi bagian
dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Demikian surat pernyataan tanggung jawab ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Wonogiri, 17 Februari 2025

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA dan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

' BUPATEN WONOGIRI

URNIA LISTIYARINI, AP, M.Si
NIP. 19750521 199311 2 001
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BAB |
PENDAHULUAN

Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPKB Dan P3A) tahun 2024
disusun sebagai Laporan Pertanggungjawaban atas kegiatan keuangan dan sumber
daya ekonomis yang dipercayakan serta menyediakan informasi yang relevan mengenai
posisi keuangan dalam satu periode pelaporan.

Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPKB Dan P3A) merupakan satu
kesatuan yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca,
Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disajikan

bersama — sama.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

a. Maksud
Maksud Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak disajikan
dalam rangka pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah yang
akuntabel dan transparan.

b. Tujuan
Tujuan penyajian laporan keuangan adalah memberikan informasi kepada
masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi seluas — luasnya

tentang keuangan daerah.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

a. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum
pada pasal 3 ayat (1) angka 28 Pemerintah Kabupaten Wonogiri didirikan;

b. Undang —Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1
bahwa Akuntansi berbasis Akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5
(lima) tahun.

c. Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat

(1) menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada
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peraturan perundang — undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

d. Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

e. Undang — Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

f. Undang — Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

g. Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

h. Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4844);

i. Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

j. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

k. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

I. Undang — Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
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m.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

n. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

o. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4855);

p. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4614);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

r. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimanan telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta
Penyampaiannya;

v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
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w. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2024 ;

x. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran
2024 .

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
Bab | Pendahuluan
1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab Il Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja
APBD
2.1 Ekonomi Makro
2.2 Kebijakan Keuangan
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab lll Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan
3.1 lkhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target
Yang Telah Ditetapkan
Bab IV Kebijakan Akuntansi
4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan
Keuangan
4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan
Keuangan
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan
Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
Bab V Penjelasan pos — pos Laporan Keuangan
5.1 Rincian dan penjelasan masing — masing pos — pos pelaporan
keuangan
5.1.1 Pendapatan
5.1.2 Belanja
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5.1.3 Aset.

5.1.4 Kewajiban.

5.1.5 Ekuitas Dana.
Bab VI Penjelasan Atas Informasi — Informasi Non Keuangan
Bab VII Penutup
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BAB I
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
TARGET KINERJA

2.1. Ekonomi Makro
Dinas Penengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dinas PPKB dan P3A)
Kabupaten Wonogiri mempunyai dua urusan vyaitu urusan Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga Berencana dan urusan Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak.Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana dan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak
terdapat Anggaran Penerimaan karena tidak sebagai Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) penerima Pendapatan, Sedangkan untuk Anggaran Belanja pada
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun anggaran 2024
sebesar Rp 17.367.736.898,- .
Realisasi Belanja Rp 16.503.888.696,- .atau 95,03 %.Pencapaian target
Belanja pada Dinas PPKB Dan P3A Kabupaten Wonogiri dilakukan dengan
berbagai upaya koordinasi internal maupaun lintas sektor,sehingga pencapaian
ini dipengaruhi oleh faktor internal dan ekternal.
2.2. Kebijakan Keuangan
Kebijakan Keuangan di Dinas PPKB Dan P3A kabupaten Wonogiri tidak terlepas
dari kebijakan umum anggaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam
penyusunan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah setiap tahun Tahun Anggaran. Kebijakan umum anggaran terdiri
dari Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah dan Kebijakan
Pembiayaan Daerah.
2.2.1. Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah, yaitu :

Karena Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak termasuk OPD

yang mengelola pendapatan, sehingga tidak mengacu pada kebijakan

Anggaran Pendapatan.

2.2.2. Kebijakan Anggaran Belanja Daerah, yaitu :
a. Mengutamakan belanja yang bersifat waijib (fix-cost) baru kemudian

belanja lainnyan pada setiap perencanaan belanja.
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b. Hemat, tidak mewah, efisien, sesuai kebutuhan yang diisyaratkan.

c. Terarah, terkendali sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan dana
yang tersedia,

d. Selalu memperhatikan ketentuan — ketentuan pengelolaan keuangan

Negara yang diwajibkan, yang dibatasi maupun yang dilarang.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran
2024, sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD dan Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2024 yang telah
ditetapkan mempunyai 8 Program,17 kegiatan dan 44 Sub Kegiatan.
Adapun indikator pencapaian target kinerja dari program dan sub kegiatan

adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
11 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan
Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
1.1.1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia
Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Capaian Kegqiatan:

Penerima Informasi dan Edukasi KG dan PA bagi Keluarga

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 0

Keluaran :

Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang
berperan aktif

Hasil :

Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang

berperan aktif

2. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
2.1 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender
(KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
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2.1.1Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan
Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

Capaian Kegiatan:

Persentase Ketersediaan data gender dan Anak
Masukan :
Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 70.000.000
Keluaran :
Persentase OPD yang Mempunyai Data Gender dan Anak
Hasil :
Persentase OPD yang Mempunyai Data Gender dan Anak
2.1.2Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Capaian Kegiatan:

Persentase Ketersediaan data gender dan Anak

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 5.000.000

Keluaran :

Persentase OPD yang Mempunyai Data Gender dan Anak
Hasil :

Persentase OPD yang Mempunyai Data Gender dan Anak

3. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
3.1 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan
Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3.1.1 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota.

Capaian Kegiatan :

Persentase pemenuhan Hak Anak

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 40.000.000

Keluaran :

Persentase Lembaga Pemerintah,Non Pemerintah dan Dunia Usaha dalam
PHA

Hasil :
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Persentase lembaga pemerintah,Non pemerintah dan Dunia Usaha dalam
PHA

4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
3.1 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah,Non pemerintah ,
Dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten /Kota
3.1.1 Advokasi Kebijakan dan Pendamping Pemenuhan Hak Anak pada
Lembaga Pemerintah Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha
Kewenangan Kabupaten /Kota.

Capaian Kegiatan :

Persentase pemenuhan Hak Anak

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 76.000.000

Keluaran :

Persentase Lembaga Pemerintah,Non Pemerintah dan Dunia Usaha dalam
PHA

Hasil

Persentase lembaga pemerintah,Non pemerintah dan Dunia Usaha dalam
PHA

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
5.1. Perencanaan,pengangaran,dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
5.1.1Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5.1.2Evaluasi Kinerja perangkat daerah

Capaian Kegiatan :

Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintah daerah

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 22.000.000

Keluaran :

Persentase Penyusunan Administrasi Perencanaan,Penganggaran dan
evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun

Hasil :

Persentase Penyusunan Administrasi Perencanaan,Penganggaran dan

evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun
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5.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.2.1Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.2.2Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD

Capaian Kegiatan :

Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah
Masukan :
Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 2.974.764.898
Keluaran :
Persentase administrasi keuangan daerah yang disusun
Hasil :
Persentase administrasi keuangan daerah yang disusun
5.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5.3.1Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.3.2Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.3.3Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5.3.4Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Capaian Kegiatan :

Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 128.113.500,-

Keluaran :

Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah

Hasil :

Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah
5.4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5.4.1Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.4.2Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air
5.4.2Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Capaian Kegiatan :

Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah
Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 813.974.000,-

Keluaran :

Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
Hasil :
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Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

5.5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah.

5.5.1Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak,dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Laporan

5.5.2Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya

5.5.3Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan Lain

Capaian Kegiatan :

Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah
Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 190.906.500,-

Keluaran :

Persentase pemeliharaan barang milik daerah

Hasil :

Persentase pemeliharaan barang milik daerah

6. Program Pengendalian Penduduk

6.1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah,Provinsi
Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka
Pengendalian Kuantitas Penduduk

6.1.1lmplementasi Pendidikan Kependudukan dalam Program
Kependudukan dan KB
Capaian Kegiatan :
Total/TFR (Total Fertinity Rate)
Masukan :
Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 20.000.000,-

Keluaran :

Jumlah Penerima Implementasi Pendidikan Kependudukan
Hasil :

Jumlah Penerima Implementasi Pendidikan Kependudukan

6.2 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Capaian daerah

Kabupaten/Kota
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6.2.1Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi
keluarga

6.2.2Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga

6.2.3Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan
KB

Capaian Kegiatan :

Persentase peningkatan peserta KB Aktif
Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 525.600.000,-
Keluaran :

Jumlah Promosi dan KIE serta sosialisasi KKBPK
Hasil :

Jumlah Promosi dan KIE serta sosialisasi KKBPK

7. Program Pembinaan Keluarga Berencana

7.1. Pelaksanaan Advokasi,Komunikasi,Informasi, dan Edukasi (KIE)
Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan Budaya lokal.

7.1.1Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada
Stakeholders dan Mitra Kerja

7.1.2Promosi dan KIE Program KKBPK melalui media masa cetak dan
elektronik serta media luar ruangan

7.1.3Pelaksanaan mekanisme operasional program KKBPK melalui Rapat
Koordinasi Kecamatan (Rakorcam),Rapat  Koordinasi Desa
(Rakordes),dan Mini Lokakarya (Minilok)

7.1.4Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK

7.1.5Pengendalian Program KKBPK

Capaian Kegiatan :

Persentase Peningkatan peserta KB Aktif

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 2.151.750.000
Keluaran :

Jumlah Promosi dan KIE serta sosialisasi Program KKBPK
Hasil :

Jumlah Promosi dan KIE serta sosialisasi Program KKBPK
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7.2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB
(PKB/PLKB)
7.2.1Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

Capaian Kegiatan :

Persentase Peningkatan KB Aktif
Masukan :
Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 882.000.000,-
Keluaran :
Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD
Hasil :
Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD

7.3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat
Kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah
Kabupaten/Kota

7.3.1Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana
Penunjang Pelayanaan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan
Dan Jejaringnya.

7.3.2Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka
Panjang (MKJP)

7.3.3Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB

7.3.4Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
di fasilitas kesesahatan termasuk jaringan dan jejaringnya

7.3.5Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencanan
Dan Kesehatan Reproduksi

7.3.6Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak

7.3.7Peningkatan Kesertaan KB Pria

Capaian Kegiatan :

Persentase Peningkatan peserta KB Aktif
Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 2.910.678.000,-
Keluaran :

Persentase Pelayanan KB di Daerah

Hasil :

Persentase Pelayanan KB di Daerah
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7.4Pemberdayaan dan Peningkatan Peran sera Organisasi Kemasyarakatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan
pembinaan Kesertaan Ber-KB

7.4.1Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB

7.4.1Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB

Capaian Kegiatan :

Persentase Peningkatan peserta KB aktif
Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 1.116.750.000,
Keluaran :

Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Bangga Kencana
Hasil :

Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Bangga Kencana

8. Program Pemberdayaan Keluarga dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

8.1 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan
Dan Kesejahteraan Keluarga

8.1.1Pengadaan sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R,dan Pemberdayaan ekonomi
Keluarga/UPPKS)

8.1.20rientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga (BKB.BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

8.1.3Promosi dan sosialisasi Kelompok kegiatan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Capaian Kegiatan :

Indek Pembagunan Keluarga

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 375.000.000,-

Keluaran :

Jumlah Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Hasil :

Jumlah Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga

9. Program Pemberdayaan Keluarga dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
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9.1 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan
Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui
Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

9.1.1Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk
remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran,
Baduta/Balita)

9.1.2Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon
Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)

Capaian Kegiatan :

Indek Pembagunan Keluarga

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 5.065.200.000,-
Keluaran :

Jumlah Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Hasil :

Jumlah Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga
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BAB Il
IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anaka Kabupaten Wonogiri realisasi pencapaian
target kinerja keuangan pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 sampai
dengan 31 Desember 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:
Angggaran Realisasi Naik /
No. APBD (Rp.) (Rp.) % Target | turun/
P- P- hemat
1. | Pendapatan | - - - - -
2. | Belanja 17.367.736.898, | 16.503.888.696, | 95,03% | 100% | Turun

Sedangkan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dinas PPKB dan P3A)
Kabupaten Wonogiri tidak termasuk Organisasi Perangkat Daerah yang
mengelola Pendapatan.

Secara keseluruhan realisasi Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri
dikatakan lebih dari 90% hal ini dikarenakan adanya upaya pemanfaatan
anggaran guna tercapainya program kegiatan Pengelolaan Belanja Tahun
Anggaran 2024 pada Dinas PPKB dan P3A realisasi sampai dengan 31
Desember 2024 tercapai sebesar Rp 16.503.888.696,- atau 95,03 % dari total
pagu anggaran Rp. 17.367.736.898,-. Hal ini dikarena penyerapan pada
Anggaran Belanja gaji pegawai tidak bisa terserap secara maksimal yaitu dari
pagu anggaran sebesar Rp 2.973.764.898,- realisasi sebesar Rp
2.634.190.708,- atau sebesar 88,58% dikarenakan adanya pegawai yang
pensiun dan meninggal dunia. Ada beberapa Sub Kegiatan yang kurang
maksimal dalam penyerapan anggaran berkaitan dengan adanya efisiensi Nilai

Kontrak Pengadaan dibandingkan dengan pagu anggaran, tetapi secara fisik
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3.2

sudah tercapai 100%, sub kegiatan dimaksud adalah Penyediaan Sarana

Penunjang Pelayanan KB tercapai 88,18% dan Pengadaan Sarana Kelompok
Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R
dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/lUPPKS) sebesar 64,67%. Sub Kegiatan
Pengendalian Program KKBPK tercapai 70,23% dikarenakan Dinas PPKB dan

P3A pada tahun 2023 hanya melakukan sampling 1 kecamatan dalam

pelaksanaan Audit Kasus Stunting sedangkan kecamatan yang lain dilakukan

oleh OPD lain dengan sasaran baduta dan balita. Langkah kedepan pelaksanaan

sampling sasaran Audit Kasus Stunting dilakukan di 25 Kecamatan.

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah

ditetapkan

Berdasarkan pada analisa permasalahan yang dilakukan atas keseluruhan

program dan kegiatan selama tahun 2024 terutama dari sisi sistem Pengelolaan

Administrasi Keuangan, maka dapat dirumuskan hambatan dan kendala yang

dihadapi sebagai berikut:

1.

2.

3.

Adanya beberapa pegawai yang purna tugas baik pejabat struktural dan
pejabat fungsional khusus dan belum segera terisi mengakibatkan proses
pengelolaan keuangan agak kurang lancar..

Adanya Sub Kegiatan baru Pengendalian Program KKBPK yang digunakan
untuk Audit Kasus Stunting perlu adanya koordinasi dengan lintas sektor.
Terbatasnya SDM baik secara kualitas maupun kuantitas dalam

pengelolaan keuangan.

Langkah pemecahannya adalah dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut

. Memaksimalkan SDM vyang ada dalam pengelolaan Administrasi

keuangan.

2. Melakukan strategi meningkatkan koordinasi lintas sector.

3. Melakukan percepatan penyerapan anggaran guna pencapaian target.

4. Terus melakukan bimbingan dan pelatihan dalam setiap pelaksanaan

anggaran kegiatan dalam pemahaman pengelolaan keuangan.
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BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang
terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh
suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan
informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja
keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam

membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan adalah unit Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau
lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang — undangan
wajib menyampaikan laporan keuangan. Sebagai entitas pelaporan adalah satuan
kerja pengelola keuangan daerah yang dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah (BPKD). Sedangkan Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan
Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dan oleh karenanya waijib
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan

pada entitas pelaporan.

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonogiri disajikan dengan mengacu
pada standar akuntansi pemerintahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah Acrual
Basis dimana Pengakuan suatu kejadian atau peristiwa pada saat timbulnya hak dan

kewajiban

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri basis pengukuran yang mendasari
penyusunan laporan keuangan adalah :

a. Pendapatan
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Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai
sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang diukur
dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar
(kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

b. Belanja
Pengukuran belanja menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang
yang dikeluarkan dari kas daerah atau akan dikeluarkan. Belanja yang diukur
dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar
(kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya belanja.

c. Pembiayaan
Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai
sekarang kas yang diterima dan atau akan dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur
dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar

(kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan pembiayaan.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam
Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kebijakan Akuntansi yang diterapkan mengacu pada Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah daerah, Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 34 tahun

2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah kabupaten Wonogiri, sebagai berikut

a. Kas dan Bank
Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan. Kas
diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.
Kas meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) / Uang
Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) / Uang Persediaan (UP) yang belum
dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca awal. Saldo simpanan di bank

yang dapat dikategorikan sebagai kas adalah saldo simpanan atau rekening di
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bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan
pembayaran.

b. Piutang
Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan  dapat
dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang diakui pada akhir periode
akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan
yang telah diakui dalam periode berjalan. Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang
diperkirakan dapat direalisasikan.

c. Persediaan
Persediaan adalah barang yang dijual atau dipakai habis dalam satu periode
akuntansi. Persediaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai
barang yang belum terjual atau terpakai. Persediaan dinilai berdasarkan harga
pembelian, harga standar, dan harga / nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya.

d. Investasi Jangka Panjang
Investasi Jangka Panjang adalah penyertaan modal yang dimaksudkan untuk
memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode
akuntansi. Investasi jangka panjang diakui pada akhir periode akuntansi
berdasarkan harga perolehan yaitu jumlah kas yang dikeluarkan atau akan
dikeluarkan dalam rangka memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi
tersebut. Investasi dalam saham, BUMD yang dijual / ditukar dengan aktiva lain-
lain, nilai sahamnya ditetapkan dengan menggunakan metode penilaian harga

perolehan rata — rata.

4.5 Aktiva Tetap

Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu

periode akuntansi dan digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintah dan

pelayanan publik. Aktiva tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari
sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi dan
pertukaran dengan aktiva lainnya.

- Aktiva Tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode
akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah diakui dalam periode
berkenaan.

- Aktiva tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan yaitu pada
saat aktiva tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah. Aktiva tetap

dinilai dengan histories atau harga perolehan. Jika penilaian aktiva tetap dengan
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menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aktiva tetap
didasarkan pada harga perolehan yang diestimasikan.

Penyusutan Aktiva Tetap sampai dengan laporan keuangan ini disajikan, belum
dilakukan, dan oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Wonogiri tidak membuat

kebijakan tetang aktiva tetap.

4.6 Aktiva Lain — Lain

Aktiva lain — lain adalah aktiva yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aktiva

lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap dan dana cadangan. Aktiva lain — lain

meliputi piutang angsuran, built operate and transfer (BOT) dan Bangunan Dalam

Pengerjaan.

4.7 Hutang Jangka Pendek

Hutang Jangka Pendek merupakan hutang yang harus dibayar kembali atau jatuh

tempo dalam satu periode akuntansi. Hutang jangka pendek diukur dengan nilai

nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali dan diukur dengan nilai

nominal mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar

(kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi

Hutang jangka pendek terdiri dari :

Bagian lancar hutang jangka panjang, adalah bagian hutang jangka panjang
yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Bagian lancar hutang jangka
panjang diakui pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan atau berdasarkan
jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar hutang jangka
panjang yang telah diakui dalam periode berjalan.

Hutang perhitungan pihak ketiga, adalah kewajiban kepada pihak ketiga
sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu yang harus dibayar kembali atau
jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Hutang perhitungan pihak ketiga diakui
pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai sekarang, kas yang akan
dibayarkan atau jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan atau pembayaran

hutang perhitungan pihak ketiga yang diakui dalam periode berjalan.

4.8 Hutang Jangka Panjang

Hutang jangka panjang adalah hutang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo

lebih dari satu periode akuntansi. Hutang jangka panjang diukur dengan nilai

nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali dan diukur dalam mata uang
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asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs (kurs tengah Bank
Indonesia) pada tanggal transaksi. Hutang Dalam Negeri, adalah hutang jangka
panjang kepada pihak ketiga di dalam negeri. Hutang dalam negeri diakui pada akhir
periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan hutang

dalam negeri yang telah diakui dalam periode berjalan.

4.9 Ekuitas Dana

Ekuitas dana adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah

aktiva dengan jumlah hutang. Ekuitas dana terdiri dari :

- Ekuitas Dana Lancar
Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara asset lancar dengan kewajiban jangka
pendek.

- Ekuitas Dana Investasi
Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam
aset non dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.

- Ekuitas Dana Cadangan
Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan
untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang -

undangan.
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BAB V
PENJELASAN POS - POS LAPORAN KEUANGAN

Penyajian Laporan Keuangan Dinas PPKB dan P3A mengacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
sebagaimana diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010,Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

5.1. Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca
5.1.1 Pendapatan

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum
Negara/Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu
dibayar kembali oleh pemerintah.

Untuk Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri tidak ada komponen
rekening pendaptan ,karena bukan SKPD yang mengelola pendapatan.

5.1.2 Belanja
Tahun Anggaran 2024 jumlah total realisasi belanja pada Dinas PPKB
Dan P3A Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut sebesar Rp.
16.503.888.696,-
Yang dapat dirinci sebagai berikut :
a. Belanja Pegawai
Realisasi belanja pegawai pada Dinas PPKB Dan P3A Kabupaten
Wonogiri sebesar Rp. 2.654.350.708 atau 88,66% ,-

. Anggaran Realisasi Lebih/Kurang
N Uraian
° (Rp.) (Rp.) (Rp.)
Belanja
1. _ 2.993.924.898,- | 2.654.350.708,- | (339.574.190,-)
Pegawai

b. Belanja Barang Dan Jasa
Realisasi belanja barang dan jasa pada Dinas PPKB dan P3A

Kabupaten Wonogiri sebesar Rp 13.301.820.708 atau 96,57 %.,-
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. Anggaran Realisasi Lebih/Kuran
No | yraian g
(Rp.) (Rp.) (Rp.)
Belanja
1. | barang 13.773.670.650,- | 13.301.820.708,- | (471.849.942 -)
dan jasa

c. Belanja Modal

Realisasi belanja modal pada Dinas PPKB Dan P3A Kabupaten
Wonogiri sebesar Rp 547.717.280 atau 91,26%,-

. Anggaran Realisasi Lebih/Kurang
No Uraian
(Rp.) (Rp.) (Rp.)
Belanja
1. 600.141,350,- 547.717.280,- (52.424.070,-)
Modal

Penjelasan atas Neraca

5.1.3 Aset

Berdasarkan perhitungan atas aset tahun 2024 baik terhadap aset lancar,

aset tetap maupun aset lainnya maka dapat dijelaskan posisi aset Dinas
PPKB Dan P3A Kabupaten Wonogiri sebagai berikut :

Aset lancar

Jumlah aset lancar sejumlah Rp. 438.740.815,- adalah kas di bendahara

pengeluaran adalah Rp 0,-,

2024 sebesar Rp 438.740.815,-

Aset Tetap
Jumlah dari Aset Tetap adalah Rp 8.639.750.865,98 yang terdiri dari:

1.

N o gk~ wbd

Tanah Rp 447.480.000,00,-
Peralatan dan Mesin Rp. 12.072.351.999,59,-
Gedung dan bangunan Rp 9.160.374.424,00,-
Jalan,jaringan, dan Irigasi Rp. 72.764.050,00,-
Aset tetap lainnya Rp 3.584.000,00,-
Akumulasi penyusutan Aset Tetap (Rp 13.116.803.607,61)
Aset tak berwujud Rp 58.625.000,00,-

dan jumlah persediaan akhir 31 Desember

CALK Dinas PPKB dan P3A 2022
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8. Aset Lain-lain Rp 335.588.635,65,-
9. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud (Rp 38.625.000,00,)
10. Akumulasi Penyusutan Aset Rusak berat (Rp 335.588.635,65,-)

Kewajiban

Berdasarkan pada perhitungan pada akhir tahun 2024 terdapat kewajiban
Rp. 10.638.499,00,- yang terdiri dari utang belanja barang jasa Rp.
10.638.499,00,- yang merupakan kewajiban yang harus diselesaikan.

Ekuitas dana
Sebagaimana neraca per 31 Desember 2024 Dinas PPKB Dan P3A
Kabupaten wonogiri yang telah disusun Ekuitas Rp 9.087.853.181,98,-
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BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI - INFORMASI
NON KEUANGAN

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri telah mengacu pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan
SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah daerah serta ketentuan — ketentuan lain yang
masih berlaku.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor : 13 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah kabupaten Wonogiri serta
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor : 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan
Tata Kerja Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Wonogiri, Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana serta bidang Pemberdayaan Perempuan dan
perlindungan anak. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 Peraturan Bupati Wonogiri Nomor : 90 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan
Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri (Dinas PPKB dan P3A), Dinas
PPKB dan P3A mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan
pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah

dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Sedangkan struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak terdiri dari:
1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas
a. Kasubag Perencanaan dan Keuangan
b. Kasubag Umum dan Kepegawaian
3. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.

a. Sub Koordinator Pengendalian Penduduk
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b. Sub Koordinator Keluarga Berencana
4. Kepala Bidang Keluarga Sejahtera
a. Sub Koordinator Bina Ketahanan Keluarga
b. Sub Koordinator Pemberdayaan Keluarga
5. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
a. Sub Koordinator Pemberdayaan Perempuan

b. Sub Koordinator Perlindungan Anak

CALK Dinas PPKB dan P3A 2022
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CALK Dina

BAGAN ORGANISASI

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA dan
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN WONOGIRI

KEPALA

KURNIA LISTIYARINI. A.P. M.Si.

NIP. 197505211993112001

SEKRETARIS

SUHARTONO. S.E.. M.M.

NIP. 19701022 199903 1 003

SUB BAGIAN KEUANGAN

EMILIA SUSANTI. S.E.
NIP. 19720405 199603 2 005

SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

RETNO ARI ERLINA. S.E.. M.M.

NIP. 19730501 200801 2 005

BIDANG PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB

BIDANG KELUARGA

BINA YULIATAMA. S.E.. M.M

NIP. 19790701 201001 2 001

SEJAHTERA

SRI ARIYANTI. S.S.T.P.. M.M.

NIP. 19810401 199912 2 001

PENATA KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA AHLI
MUDA

PENATA KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA EERENCANA AHLI

NIP.

PENATA KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA EERENCANA AHLI
MUDA

NIP.

MUDA
SUPARTONO. S.K.M.. M.P.H.

BIDANG PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

INDAH KUSWATI S.H.. M.M.
NIP. 19670920 199403 2 007

PENATA KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA
AHLI MUDA

NIP. 19781021 200604 1 010

PENATA KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA AHLI
MUDA

DANIEL KRISTANTO T.D.. A.Mk

RUMDIYAH
NIP. 19700528 199303 2 006

NIP. 19781021 200604 1 010

PENATA KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA AHLI
MUDA

NIP
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BAB VI
PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan yang disajikan oleh Dinas Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan perempuan Dan
perlindungan anak Kabupaten Wonogiri dengan berpedoman pada Peraturan
Perundang—-Undangan yang berlaku yang memuat informasi atas pelaksanaan
anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri.

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan ini dibuat untuk dapat

dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA dan PEMBERDAYAAN
AN DAN PERLINDUNGAN ANAK
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PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DAN PP DAN PA
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

KOd? URAIAN 2024 2023 (%)
Rekening
1 2 3 4 5

7. PENDAPATAN DAERAH

74. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

7.1.01. Pajak Daerah - - -

7.1.02. Retribusi Daerah - - -

7.1.03. Hasil Pengelaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - -

7.1.04. Lain-lain PAD yang Sah - - -
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - -

7.2. PENDAPATAN TRANSFER

7.2.01. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - - -

7.2.02. Pendapatan Transfer Antar Daerah - - -
UUMLAH PENDAPATAN TRANSFER - - -

73. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

7.3.01. Pendapatan Hibah 935.626.775,00 798.002.070,00 17.25

7.3.02. Dana Darurat - - -

7.3.03. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan - - -
Perundang-Undangan
UUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 935.626.775,00 798.002.070,00 17.25

7.5. PENDAPATAN LUAR BIASA

7.5.01. Pendapatan Luar Biasa - - -
UUMLAH PENDAPATAN LUAR BIASA - - -
UUMLAH PENDAPATAN 935.626.775,00 798.002.070,00 17.25

8. BEBAN DAERAH

8.1. BEBAN OPERASI

8.1.01. Beban Pegawai 2.571.225.042,00 2.410.589.399,00 6.66

8.1.02. Beban Barang dan Jasa 13.301.010.490,00 12.321.418.844,20 7.95

8.1.03. Beban Bunga - - -

8.1.04. Beban Subsidi - - -

8.1.05. Beban Hibah 120.107.234,00 13.635.706,00 780.83

8.1.06. Beban Bantuan Sosial - - -

8.1.07. Beban Penyisihan Piutang - - -

8.1.08. Beban Penyusutan dan Amortisasi 1.224.766.669,00 1.469.436.969,37 (16.65
UUMLAH BEBAN OPERASI 17.217.109.435,00 16.215.080.918,57 6.18

8.2. BEBAN TRANSFER

8.2.01. Beban Bagi Hasil - - -

8.2.02. Beban Bantuan Keuangan - - -
UUMLAH BEBAN TRANSFER - - -

8.3. DEFISIT NON OPERASIONAL-LO

8.3.01 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO 981.000,00 - -

8.3.02 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO - - -

8.3.03. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO - 5.020.527,00 (100.00
UUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL-LO 981.000,00 5.020.527,00 (80.46




(dalam Rupiah)

Kode URAIAN 2024 2023 %
Rekening (%)
1 2 3 4 5

8.4. BEBAN LUAR BIASA

8.4.01. Beban Luar Biasa - - -
JUMLAH BEBAN LUAR BIASA - - -

8.5. Beban Lain-Lain

8.5.01. Beban Lain-Lain = - -
JUMLAH BEBAN LAIN-LAIN - - -
UUMLAH BEBAN 17.218.090.435,00 16.220.101.445,57 6.15
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (16.282.463.660,00 (15.422.099.375,57) 5.58
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON - - -
OPERASIONAL

74. SURPLUS NON OPERASIONAL

7.4.01. Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - - -

7.4.02. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - - -

7.4.03. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - - -
JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL - - -
SURPLUS/DEFISIT DARI NON OPERASI - - -
SURPLUS/DEFISIT DARI LO (16.282.463.660,00 (15.422.099.375,57) 5.58
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PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
2.14.2.08.0.00.14.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DAN PP DAN PA

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Periode yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN 2024 2023
Ekuitas 9.673.879.716,98 9,454,015,637.55
RK PPKD 16.503.888.696,00 16,468,200,442.00
Surplus/Defisit-LO (16.282.463.660,00) (15,422,099,375.57)
Persediaan Antar OPD (807.451.571,00) (826,236,987.00)
JUMLAH EKUITAS AKHIR 9.087.853.181,98 9,673,879,716.98




PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
SKPD : 2.14.2.08.0.00.14.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DAN PP DAN PA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

1-1
Realisasi Realisasi
Kode Uraian Anggaran 2024 (%) 2023
1 2 3 4 5 6
5. BELANJA DAERAH 17.367.736.898,00 16.503.888.696,00 95,03 16.468.200.442,00
5.1. BELANJA OPERASI 16.767.595.548,00 15.956.171.416,00 95,16 14.723.485.442,00
5.1.01. Belanja Pegawai 2.993.924.898,00 2.654.350.708,00 88,66 2.411.100.583,00
5.1.02. Belanja Barang dan Jasa 13.773.670.650,00 13.301.820.708,00 96,57 12.312.384.859,00
5.2, BELANJA MODAL 600.141.350,00 547.717.280,00 91,26 1.744.715.000,00
5.2.02. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.300.000,00 4.500.000,00 84,91 91.630.000,00
5.2.03. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 594.841.350,00 543.217.280,00 91,32 1.653.085.000,00
SURPLUSI/(DEFISIT) (17.367.736.898,00 (16.503.888.696,00) 95,03




2.14.2.08.0.00.14.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DAN PP DAN PA

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

NERACA
Halaman 1 dari 1
Jumlah (Rp)
No Uraian 2024 2023
1 2 3 4

1 |ASET 9.098.491.680,98 9.770.143.429,98
2 ASET LANCAR 438.740.815,00 432.362.175,00
3 Persediaan 438.740.815,00 432.362.175,00
4 ASET TETAP 8.639.750.865,98 9.306.800.254,98
5 Tanah 447.480.000,00 447.480.000,00
6 Peralatan dan Mesin 12.072.351.999,59 12.067.851.999,59
7 Gedung dan Bangunan 9.160.374.424,00 8.617.157.144,00
8 Jalan, Jaringan, dan Irigasi 72.764.050,00 72.764.050,00
9 Aset Tetap Lainnya 3.584.000,00 3.584.000,00
10 Akumulasi Penyusutan (13.116.803.607,61 (11.902.036.938,61
11 | ASET LAINNYA 20.000.000,00 30.981.000,00
12 Aset Tidak Berwujud 58.625.000,00 58.625.000,00
13 Aset Lain-lain 335.588.635,65 337.594.635,65
14 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (38.625.000,00 (28.625.000,00
15 Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat (335.588.635,65 (336.613.635,65
JUMLAH ASET 9.098.491.680,98 9.770.143.429,98
17 |KEWAJIBAN 10.638.499,00 96.263.713,00
18 | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 10.638.499,00 96.263.713,00
19 Utang Belanja 10.638.499,00 96.263.713,00
JUMLAH KEWAJIBAN 10.638.499,00 96.263.713,00
21 |EKUITAS 9.087.853.181,98 9.673.879.716,98
22 | EKUITAS 9.087.853.181,98 9.673.879.716,98
23 Ekuitas (7.416.035.514,02 (6.794.320.725,02
24 Ekuitas untuk Dikonsolidasikan 16.503.888.696,00 16.468.200.442,00
JUMLAH EKUITAS DANA 9.087.853.181,98 9.673.879.716,98
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 9.098.491.680,98 9.770.143.429,98




